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Abstrak

Penyelesaian Sengketa Kepailitan pada Lembaga Keuangan Syariah : Studi
Perbandingan antara Indonesia dan Timur Tengah

Muhammad Vicki Azhari, 2024

Pailit merupakan keadaan terhambatnya pelunasan hutang-hutang. Seseorang
dinyatakan pailit apabila memiliki satu hutang atau lebih dan tidak mampu untuk
melunasinya ketika jatuh tempo. Kepailitan tidak hanya terjadi pada transaksi
konvensional, tapi juga terhadap transaksi yang terjadi antara para pelaku syariah,
khususnya lembaga keuangan syariah dengan para nasabahnya. Namun penyelesaian
kepailitan berbasis syariah ini belum dapat diwujudkan karena belum ada regulasi resmi
yang mengaturnya dan lembaga khusus yang menanganinya. Sehingga kepailitan syariah
masih merujuk kepada peraturan umum yang dirasa belum cukup selaras dengan prinsip
Islam, seperti berubahnya status transaksi syariah yang berasaskan kemitraan menjadi
perjanjian hutang-piutang untuk dapat diputuskan pailit. Padahal perkara yang terjadi
dalam hubungan kemitraan Islam selalu diselesaikan dengan prinsip kekeluargaan dan
perdamaian yang telah diajarkan dalam agama dan banyak tercantum dalam fatwa-fatwa
Majlis Ulama Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan perbandingan antara penyelesaian
sengketa kepailitan di Indonesia dan Timur Tengah guna memperoleh beberapa sisi positif
yang mungkin dapat dianut dalam urusan kepailitan syariah di Indonesia. Jenis Penelitian
ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan komparatif.
Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan peraturan perundang-undangan,
literatur-literatur, dan dokumen yang berkaitan dengan kepailitan di Indonesia, Mesir,
dan Arab Saudi. Data dianalisis menggunakan metode deskriptif analysis dengan
pendekatan komparatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aturan umum kepailitan yang dianut di
Indonesia hanya mengatur penerbitan putusan pailit berdasarkan pembuktian sederhana
saja, tanpa mempertimbangan hal-hal lainnya seperti keadaan keuangan debitor maupun
potensi keberlangsungan usaha debitor. Serta merubah esensi akad yang dipakai oleh
pelaku syariah yang berdasarkan asas kemitraan menjadi akad hutangi-piutang, dan
perkara yang terjadi dalam akad kemitraan harus diselesaikan berdasarkan prinsip
kekeluargaan dan perdamaian. Adapun peraturan pailit Timur Tengah mengatur
prosedur mediasi dan penyelamatan keadaan keuangan debitor. Pengurusan pailit di
Timur Tengah juga membetuk badan ataupun panitia khusus dengan tugas membantu
dan mengawasi pelaksanaan putusan hakim mengenai perkara pailit. Upaya-upaya
mewujudkan mediasi, perdamaian, dan keberlangsungan usaha dalam prosedur
penyelesaian sengkata pailit tersebut mungkin dapat dianut dalam penyelesaian sengketa
pailit antara para pelaku syariah, khususnya lembaga keuangan syariah dan para
nasabahnya.
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